WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
KEPARIWISATAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang :

Mengingat

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

.bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk

mendorong  pemerataan  kesempatan  berusaha dan
memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan
perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;

.bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Langsa

merupakan upaya untuk mewujudkan  peningkatan
kesejahteraan rakyat melalui perluasan dan pemerataan
kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong
pembangunan dan meningkatkan pendapatan kota Langsa,
menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta melestarikan sejarah
dan budayanya;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu
mengatur tentang Kepariwisataan;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun
Kota Langsa tentang Kepariwisataan;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4110);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

. Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);
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Menetapkan :

10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
130);

.Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014  tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman
Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4562);

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2002 tentang Pelaksanaan
Syariat Islam Di Aceh;

Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan
Syariat Islam Bidang Agidah, Ibadah Dan Syi’ar Islam;

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Aceh Nomor 52);

Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032 (Lembaran
Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kota
Langsa Nomor 429);

Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Langsa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA KOTA LANGSA

dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

QANUN KOTA LANGSA TENTANG KEPARIWISATAAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

|
2.
3.
4.

5.

10.

1i.

12.

13.

14.

1'5.

16.

17.

Daerah adalah Kota Langsa.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.

Walikota adalah Walikota Langsa.

Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat
DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan
daerah yang menjadi kewenangan daerah.

_Wisata adalah Kkegiatan perjalanan yang dilakukan oleh

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat
tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau
mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi
dalam jangka waktu sementara.

. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh
masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait

dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin
yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan
negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat
setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah
dan pengusaha.

Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki
keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman
kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang
menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada
dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya
terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,
aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan
melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang
dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan pariwisata.

Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang
yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki
fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk
pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting
dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi,
sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya
dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat
untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi
dengan meja dan kursi.

Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa
kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan atau lebih, yang
dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum,
kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.

Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan
fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
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18. Jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan informasi,

penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.

19. Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial

20.

yang mengatur, mengoordinir dan menyediakan tenaga

pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang
atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
Badan usaha adalah sekelompok orang dan/atau modal yang
menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan untuk
mencari laba atau keuntungan, yang didirikan sesuai
peraturan perundang-undangan.

BAB 1I
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan
asas:

S O 0 O

keislaman;

. manfaat;

kekeluargaan,

. adil dan merata;

keseimbangan;
partisipatif;
berkelanjutan,;

. demokratis;

kesetaraan; dan
kesatuan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk :
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. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

. meningkatkan kesejahteraan rakyat;

. mengurangi kemiskinan,;

. mengatasi pengangguran;

. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya,

memajukan kebudayaan daerah;
mengangkat citra bangsa,

. memupuk rasa cinta tanah air;

memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
mempererat persahabatan antar daerah dan bangsa.

BAB I1I
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DI BIDANG KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang :

a.

oo

menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan
kepariwisataan daerah;

. menetapkan destinasi pariwisata daerah;
. menetapkan daya tarik wisata daerah;
. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan

pendaftaran usaha pariwisata;

€. mengatur . 3¢



e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kkepariwisataan
dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;

f memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan
produk pariwisata yang berada di wilayahnya;

s. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;

h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan
dalam lingkup daerah;

i, memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada
diwilayahnya;

i. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan

k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

BAB 1V
USAHA PARIWISATA

Pasal 5

Usaha pariwisata meliputi, antara lain :

a. daya tarik wisata;

b. kawasan pariwisata;

c. jasa transportasi wisata;

d. jasa perjalanan wisata;

e. jasa makanan dan minuman;

f. penyediaan akomodasi;

g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi,
dan pameran;

i. jasa informasi pariwisata;

j. jasa konsultan pariwisata;

k. jasa pramuwisata;

1. wisata tirta;

m.wisata bahari; dan

n. Spa.

Bagian Kesatu
Daya Tarik Wisata

Pasal 6

(1) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya
tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya; dan/atau daya
tarik wisata buatan/binaan manusia.

(2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. usaha mengelola daya tarik wisata alam;
b. usaha mengelola daya tarik wisata budaya; dan
c. usaha mengelola daya tarik wisata buatan.

Pasal 7

(1) Usaha mengelola daya tarik wisata alam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan usaha
pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.

(2) Usaha mengelola daya tarik wisata alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pulau £



a. pulau;
b. laut;
c. pantai;
d. pesisir;
e. sungai;
f. situ/danau;
g. budidaya agro, flora dan fauna; dan
h. taman dan hutan kota.
(3) Kegiatan usaha mengelola daya tarik wisata alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
a. penyediaan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat
sekitar untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya
tarik wisata alam.

Pasal 8

(1) Usaha mengelola daya tarik budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan usaha
pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.

(2) Usaha mengelola daya tarik wisata budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

. situs peninggalan bersejarah dan purbakala;

. cagar budaya;

gedung bersejarah;

. monumen;

. museum,;

kampung kebudayaan lokal;

g. kegiatan seni dan budaya; dan
h. galeri seni dan budaya.

(3) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2}, meliputi:

a. penyediaan prasarana dan sarana bagi wisatawan;

b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan

c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat di
sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha
daya tarik wisata.

O QO oW

Pasal 9

(1) Usaha mengelola daya tarik wisata buatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf ¢ merupakan usaha
perubahan kawasan yang berpotensi untuk dimanfaatkan
sebagai daya tarik wisata.

(2) Usaha mengelola daya tarik wisata buatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi :

. bangunan arsitektur kota;

. bandara, pelabuhan, dan stasiun;

pasar tradisional;

. sentra perbelanjaan modern;

tempat ibadah; dan

tempat-tempat wisata buatan.

(3) Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2}, meliputi :

a. penyediaan prasarana dan sarana bagi wisatawan;
b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan

O A0 O
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c. penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat
disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Bagian Ketiga
Kawasan Pariwisata

Pasal 10

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau
mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi
kebutuhan pariwisata.

Pasal 11

(1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10, meliputi :

a. kawasan dan jalur wisata;dan

b. kawasan pariwisata khusus.

(2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi :

a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan
prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha
pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan

b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan
pariwisata di dalam kawasan pariwisata.

(3) Pengembangan usaha kawasan pariwisata sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jasa Transportasi Wisata

Pasal 12

Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf c, merupakan usaha khusus yang menyediakan
angkutan untuk kebutuhan dan/atau kegiatan pariwisata,
bukan angkutan transportasi regular/umum.

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan usaha jasa transportasi wisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12, memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah
tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun
tidak bermotor.
(2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :
a. angkutan jalan wisata;
b. angkutan sungai dan situ wisata;
c. angkutan penyeberangan pulau wisata;
d. angkutan laut domestik wisata; dan
e. angkutan laut internasional wisata.

Bagian Kelima .%-



Bagian Kelima
Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 14

Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf d merupakan :

a. usaha biro perjalanan wisata; dan

b. usaha agen perjalanan wisata.

Pasal 15

(1) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf a, berupa usaha penyediaan jasa
perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan
penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan
perjalanan ibadah.

(2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan
rangkaian dari perjalanan  wisata yang tersusun lengkap
disertai harga dan persyaratan tertentu.

Pasal 16

Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf b, meliputi usaha jasa pemesanan sarana seperti
pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan
dokumen perjalanan.

Bagian Keenam
Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 17

Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf e, merupakan usaha jasa makanan dan
minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan
untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.

Pasal 18

(1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17, meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang
usaha jasa makanan dan minuman.

(2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :

a. restoran;

b. rumah makan;

c. kafe;

d. pusat penjualan makanan /kafetaria;
€. jasa boga; dan

f. bakeri.

(3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan
pelayanan lain bagi pengguna jasa, sepanjang memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketujuh ?



Bagian Ketujuh
Penyediaan Akomodasi

Pasal 19

Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf f, merupakan usaha yang menyediakan pelayanan
penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata
lainnya.

Pasal 20

(1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha
penyediaan akomodasi.

(2) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi jenis usaha :

a. hotel;

b. bumi perkemahan,;
c. pondok wisata;

d. homestay;

e. losmen; dan

f. wisma.

(3) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi
bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan
sesuai dengan persyaratan penggolongan.

(4) Kriteria penentuan jenis usaha penyediaan akomodasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 21

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, merupakan usaha
penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena
permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya
yang bertujuan untuk pariwisata dan bersifat komersial.

Pasal 22

(1) Usaha penyediaan kegiatan hiburan dan  rekreasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi seluruh
jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan
hiburan dan rekreasi.

(2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan
rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis
usaha :

a. gelanggang olahraga;
b. gelanggang seni;

C. arena permainan;

d. taman rekreasi;

e. hiburan kesehatan;
f. hiburan musik;
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g. jasa impresariat/promoter; dan
h. event organizer (EO).

Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha, Pertemuan, Perjalanan
Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 23

Usaha penyelenggaraan kegiatan usaha, pertemuan, perjalanan
insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf h, merupakan usaha yang memberikan jasa bagi
suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan
perjalanan insentif bagi karyawan dan mitra usaha sebagai
imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran
dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu
barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan
internasional.

Pasal 24

(1) Bidang Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan
insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23, digolongkan menjadi :

a. bidang pertemuan /rapat;

b. bidang kongres, konferensi atau konvensi,
c. bidang perjalanan insentif; dan

d. bidang pameran.

Bagian Kesepuluh
Jasa Informasi dan Konsultan Pariwisata

Pasal 25

(1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf i, merupakan usaha yang menyediakan
data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian
mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk
bahan cetak, dan/atau elektronik.

(2) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf j, merupakan usaha yang menyediakan
saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan,
perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran
dibidang kepariwisataan.

Bagian Kesebelas
Jasa Pramuwisata

Pasal 26

(1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf k, merupakan usaha yang menyediakan jasa
dan/atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi

kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan
wisata.

(2) Usaha %



(2) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), yaitu jasa yang diberikan oleh seseorang berupa
bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik
wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh
wisatawan sesuai dengan etika profesinya.

Bagian Kedua Belas
Wisata Tirta dan Wisata Bahari

Pasal 27

Usaha Wisata Tirta dan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf 1 dan huruf m, merupakan usaha yang
menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk
penyediaan prasarana dan sarana serta jasa lainnya yang
dikelola secara komersial.

Bagian Ketiga Belas
Solus Per Aqua (SPA)

Pasal 28

Usaha Solus Per Aqua (SPA) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf n, merupakan perawatan yang memberikan
layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma,
rempah-rempah, pijat refleksi, layanan makanan/ minuman
sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan untuk
menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan
tradisi dan budaya bangsa Indonesia serta kearifan lokal.

BAB V
DESTINASI PARIWISATA

Pasal 29

Destinasi Pariwisata Daerah digolongkan dalam beberapa
kelompok :

. destinasi perbelanjaan;

. destinasi kebudayaan,

destinasi kebaharian dan tirta;

. destinasi religi;

. destinasi sumber daya alam;

destinasi pertemuan, insentif, konferensi, pameran,;
g. destinasi minat khusus;

h. destinasi hiburan; dan

i. destinasi event (festival, karnaval, parade).
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Pasal 30

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dilakukan melalui :
a. pemberdayaan masyarakat;

b. pembangunan daya tarik wisata;

c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;

d. pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas umum; dan

€. pembangunan fasilitas pariwisata.

Pasal 31 %



(1)

(1)

(2)

(4)

Pasal 31

Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan destinasi
pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a,
dilakukan melalui :

a. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal
melalui  pengembangan  usaha produktif dibidang
pariwisata;

b. meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil,
dan menengah sebagai penyedia produk pendukung
dibidang pariwisata,

c. mendorong perkembangan Usaha Pariwisata skala usaha
mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan
masyarakat lokal;

d. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha
dibidang Kepariwisataan,;
e. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui

Pembangunan Kepariwisataan;
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan melalui kerjasama dan kemitraan
antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, pelaku
industri pariwisata, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 32

Pembangunan daya tarik wisata dalam penyelenggaraan

destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

huruf b, dilakukan melalui:

a. perintisan pengembangan daya tarik wisata;

b. pemantapan dan revitalisasi daya tarik wisata; dan

c. pengembangan seni dan budaya daerah sebagai daya
tarik wisata.

Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung

tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara

upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan

daya tarik wisata yang berkualitas, berdayasaing, serta

mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga

kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

Pasal 33

Pembangunan aksesibilitas pariwisata dalam
penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf ¢, dilakukan melalui :
a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana
transportasi; dan
b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi.
Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendukung
pengembangan kepariwisataan daerah dan pergerakan
wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata.
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran dan tanggung
jawab untuk membangun aksesibilitas pariwisata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan swasta dan
masyarakat untuk membangun aksesibilitas pariwisata

sebagaiman/a/ﬁ
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pembangunan prasarana dan peyediaan fasilitas umum

dalam penyelenggaraan destinasi pariwisata sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dilakukan melalui :

a. penyediaan prasarana dan fasilitas umum yang memadali;
dan

b. peningkatan kualitas prasarana dan fasilitas umum
dengan mengembangkan ciri khas daerah; dan

c. pengendalian prasarana umum dan pembangunan
fasilitas umum pada destinasi pariwisata yang sudah
melampaui ambang batas daya dukung.

Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung

jawab  bersama  dari Pemerintah Daerah sesuai

kewenangannya, pelaku industri, dunia wusaha, dan

masyarakat.

Pasal 35

Pembangunan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf e, berupa :
a. fasilitas akomodasi;
b. fasilitas rumah makan;
c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas
pelayanan,;
d. keimigrasian, pusat informasi pariwisata (tourism
information center), dan e-tourism kios;
polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
toko cinderamata (souvenir shop);
. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas
wisata (tourism sign and posting);
. bentuk bentang lahan (landscaping);
fasilitas seni pertunjukan;
fasilitas sanitasi; dan
k. fasilitas tempat ibadah.
Pembangunan fasilitas kepariwisataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama
antara Pemerintah Daerah, Instansi terkait, pelaku industri,
dan masyarakat.
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Pasal 36

Fasilitas kepariwisataan yang merupakan milik daerah,
dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
Pengelolaan dan pengembangan fasilitas pariwisata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan
dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

BAB VI
PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah membangun pemasaran pariwisata

daerah X



daerah  yang dilaksanakan secara  terpadu dan
berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan.

(2) Pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertanggungjawab
melalui :

a. pengembangan pasar wisatawan; dan
b. pengembangan citra pariwisata.

Pasal 38

(1) Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui
pemantapan segmen pasar wisatawan masal dan
pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan
pengembangan destinasi pariwisata daerah dan dinamika
pasar global.

(2) Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama
para pemangku kepentingan dengan :

a. meningkatkan pemasaran dan promosi Destinasi
Pariwisata Daerah yang menjadi prioritas;

b. memperbanyak intensitas pemasaran dan promosi pada
pasar utama, baru, dan berkembang;

c. mengembangkan pemasaran dan  promosi untuk
meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;

d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;

e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di
seluruh Destinasi Pariwisata; dan

f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi,
insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor
lain.

Pasal 39

(1) Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui
peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah dan
citra destinasi pariwisata secara berkelanjutan sebagai
destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.

(2) Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para
pemangku kepentingan melalui :

a. peningkatan dan pemantapan posisi citra pariwisata
daerah dan citra destinasi pariwisata diantara para
pesaing; dan

b. eksplorasi kekuatan utama yang dimiliki daerah dan
destinasi pariwisata.

BAB VII
KAWASAN STRATEGIS

Pasal 40

Pemerintah Daerah menetapkan kawasan strategis pariwisata
dengan memperhatikan aspek :

a. sumbe%“ daya. pariwisata alam dan budaya daerah yang
potensial menjadi daya tarik pariwisata;

b. potensi .32



b. potensi pasar; ‘
c. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyal
peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup;
d.lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha
pelestarian dan pemanfaatan budaya daerah;
. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
kekhususan dari wilayah.

b 0]

Pasal 41

(1) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40, terdiri dari:

a. kawasan wisata belanja;

b. kawasan wisata budaya;

c. kawasan wisata bahari dan tirta;
d. kawasan wisata religi;

e. kawasan wisata alam;

f. kawasan wisata konvensi dan pameran;
g. kawasan wisata agro;

h. kawasan wisata pesisir;

i. kawasan wisata kuliner; dan

j. Kawasan wisata hiburan.

(2) Penentuan kawasan strategis pariwisata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR).

BAB VIII
PENDAFTARAN USAHA

Pasal 42

Setiap penyelenggara usaha pariwisata baik perorangan maupun
badan usaha wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

(1) Masyarakat mempunyai peran dan kesempatan yang sama
dalam penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan
daerah.

(2) Peran dan kesempatan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
a.turut menjaga daya tarik wisata dan kelestarian

lingkungan destinasi pariwisata;

b. berpartisipasi secara aktif di dalam menjaga citra Kota
sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing global;

c. turut membantu terciptanya kondisi kepariwisataan
daerah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan
kenangan;

d. menumbuhkembangkan  kepeloporan masyarakat di
dalam pembangunan kepariwisataan;

e. turut ?;:F



e. turut menggali dan mengembangkan potensi serta
sumber daya yang dimiliki daerah dalam mengembangkan
kepariwisataan,;

f. menyampaikan informasi, laporan, saran, aspirasi dan/
atau kritik dalam rangka pembangunan kepariwisataan;

g. membentuk organisasi, asosiasi industri dan profesi
serta lembaga kemasyarakatan lain dalam mendukung
pengembangan kepariwisataan; dan

h.turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia
kepariwisataan melalui penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan kepariwisataan.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pelaksanaannya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah
melalui instansi terkait.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 Februari 2018 M
15 Jumadil Awal 1439 H
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